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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Penegakkan hukum terhadap tambang pasir di Kabupaten Bone Bolango, di 

Kecamatan Botupingge, Desa Tanah Putih belum mendapatkan aturan hukum 

yang lebih terfokus. Ini di karenakan aturan hukum yang berlaku tidak di 

terapkan secara maksimal oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertambangan, 

alasannya karena penggalian pasir tersebut merupakan mata pencaharian dari 

para penambang tersebut. 

2. Dampak  yang di timbulkan akibat pembajakan galian pasir di Desa Tanah 

Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango terdiri atas dua 

bagian yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu seperti 

membantu pemerintah dalam menetralisir normalisalisasi sungai, sedangkan 

dampak negatif yang akan terjadi jika penggalian pasir tersebut tidak di 

hentikan yaitu runtuhnya jembatan talumolo dua yang merupakan jalan 

menuju kantor Gubernur. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat memeberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Dalam hal penegakan hukum itu sendiri pihak instansi terkait dalam hal ini 

Dinas Pertambangan dan kepolisian harus lebih tegas terhadap para 
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penambang sehingga para penggali pasir tersebut paham akan aturan hukum 

yang harus di taati. 

2. Bidang Pengawasan Dinas Pertambangan itu sendiri harus lebih bekerja 

secara optimal agar penggalian pasir dapat terkontrol sehingga masyarakat 

penambang pun dalam melakukan kegiatan penggalian bisa menjaga 

kelestarian lokasi galian tersebut. 
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